BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

. bahwa dengan ditetapkannya Unit Organisasi Bersifat

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Pasuruan sebagai Unit Kerja Puskesmas yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran
pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah,
perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Pusat
Kesehatan Masyarakat sebagai peraturan dasar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan






















Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan selain dilakukan oleh pejabat pembina dan
Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh
Perangkat Daerah atau pengawas eksternal yang membidangi pembinaan
dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9
dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UOBF Puskesmas yang
ditetapkan dalam RBA BLUD UOBF Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 3



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR :3

TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN KABUPATEN PASURUAN

NO JENIS LAYANAN INDIKATOR PENERIMA
DASAR LAYANAN
1 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Ibu Hamil
Ibu Hamil mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
2 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Ibu Bersalin Ibu Bersalin
Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
3 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Bayi Baru Lahir | Bayi Baru Lahir
Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
4 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Balita yang Balita
Balita mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
S | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Usia Anak Usia Dasar
Usia Pendidikan Pendidikan Dasar yang
Dasar mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
6 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Usia Warga Negara
Pada Usia Produktif | Produktif yang mendapatkan | Usia 15 sd 59
layanan kesehatan sesuai | tahun
standar
7 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Usia Warga Negara
Pada Usia Lanjut Lanjut yang mendapatkan Usia 60 Tahun
layanan kesehatan sesuai Keatas
standar
8 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Warga Negara
Penderita Hipertensi | penderita Hipertensi yang penderita
mendapatkan layanan Hipertensi
kesehatan sesuai standar
9 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Warga Negara
penderita Diabetes penderita Diabetes Melitus penderita Diabetes
Melitus yang mendapatkan layanan Melitus
kesehatan sesuai standar
10 | Pelayanan kesehatan | Jumlah Warga Negara Warga Negara
orang dengan dengan gangguan Jiwa berat |dengan gangguan
gangguan jiwa berat | yang terlayani kesehatan Jiwa berat
sesuai standar
11 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Warga Negara

orang dengan

Terduga Tuberkulosis yang

Terduga




NO JENIS LAYANAN INDIKATOR PENERIMA
DASAR LAYANAN
Tuberkulosis mendapatkan layanan Tuberkulosis
kesehatan sesuai standar
12 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Warga Negara Warga Negara
orang dengan Terduga Virus yang Terduga terinfeksi
resiko terinfeksi melemahkan Daya Tahan HIV

Virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
manusia (Human
Imunodeficiency
Virus)

Tubuh Manusia (HIV) yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS






